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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l., masing-masing Nomor: 158 Tahun
1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol | Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S es dengan titik di atas
d Ja J Je

z Ha H ha dengan titik di bawah
d Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas

J Ra R Er

J Zai V4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es dengan titik di bawah
ua Dad d de dengan titik di bawah
b Ta T te dengan titik di bawah
b Za z zet dengan titik di bawah
d ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
¢ Ga G Ge

o Fa F Ef

it Qaf Q Qi
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d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Waw W We

® Ham H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof
] Ya Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
| Fathah A A
! Kasrah I |
j dhammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
& Fathah dan ya ai adani
3 Kasrah dan waw au adanu
Contoh :
Y : kaifa BUKAN kayfa
Jsa : haula BUKAN hawla

3. Penulisan Alif Lam
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Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf JI (alif lam
ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
gl ral-syamsu  (bukan: asy-syamsu)
43130 :al-zalzalah  (bukan: az-zalzalah)
ALE  : al-falsalah
SA :al-biladu

4. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Harakat huruf Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
5 )& Fathahdan alif, a a dan garis di atas
fathah dan waw
S Kasrah dan ya r I dan garis di atas
e Dhammah dan ya i u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf

v yang terbalik, sehingga menjadi &, 1, G.Model ini sudah dibakukan dalam font
semua sistem operasi.

Contoh:
<l : mata
s : rama
&3 yamdtu

5. Tamarbdtah
Transliterasi untuk ta marbdtah ada dua, yaitu: ta marb(tah yang hidup atau

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan
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ta marbltah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).Kalau
pada kata yang berakhir dengan ta marbdtah diikuti oleh kata yang menggunakan
kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marb(tah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jak¥i iy, : raudah al-asfal
alialal) A5aall : al-madanah al-fadilah
MR : al-hikmah

6. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (:%), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
5 :rabbana
s : najjadna
Gl al-haqq
el al-hajj
Azl . nu’ima
e : “aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(¢s=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (a).
Contoh:

e : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
(=3 : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:

035G 1 ta muriina
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¢l s al-nau’
Bl L syai’'un
&l umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Hadis, Sunnah, khusus
dan umum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam
penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an,
dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian
dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karim
Al-Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafz aljalalah (4)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:
A G dinullah AL billah
Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

AR5 o8 aa hum f1 rahmatillah

10. Huruf Kapital
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Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan
huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris
Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:
Conscience = Hati nurani
Content analisys = Analisis isi
Corporal Punishment = Bentuk-bentuk hukuman fisik
Faith = Iman

Historical approach = Pendekatan Historis

Instant Solution = Solusi cepat

Legal culture = Budaya hukum

Loco Parentis = Wewenang orang tua
Ratio = Perbandingan
Officium Nobile = Profesi terhormat
Out line = Garis besar
Parenting =Pengasuh anak
Punishment = Hukuman

Significant Persons = Orang-orang penting
Stake holder =Pemangku kepentingan

Structure = Struktur
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Substance = substansi, zat

Transfer of knowledge= Proses pemindahan ilmu

Transfer of values = Proses penanaman nilai-nilai
Universal = Umum
Will power = tekad, kemauan, kerja keras

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swi., = subhanahii wa ta’dla

saw., = sallalldhu ‘alaihi wa sallam

Q.S = Qur’an, Surah

ABH = Anak Bermasalah dengan Hukum

Depdikbud = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

IPTEK = lImu Pengetahuan dan Teknologi
KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KKG = Kelompok Kerja Guru

KPAI = Komisi Perlindungan Anak Indonesia
MGMP = Musyawarah Guru Mata Pelajaran

SISDIKNAS = Sistem Pendidikan Nasional

uubD = Undang-undang Dasar

uu = Undang-undang

PHK = Pemutusan Hubungan Kerja
PP = Peraturan Perundang-undangan
PKG = Pusat Kegiatan Guru

PBB = Persatuan Bangsa-bangsa

RI = Republik Indonesia
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SMA = Sekolah Menengah Atas

SMP = Sekolah Menengah Pertama
SPPA = Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI = Tentara Nasional Indonesia
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ABSTRAK

Aqil Awla Mas’ud, 2021. “Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli
Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. SKripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati, dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui
perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo; Untuk
mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan pada transaksi jual beli
online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif yang bersifat Case Study and Field (penelitian kasus dan lapangan). Lokasi objek
penelitian yaitu di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Jenis data yang digunakan ada dua
yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah
penelitian lapangan (Observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data dalam
penelitian ini melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual-beli online terjadi atas kesepakatan antara dua
belah pihak yaitu pembeli dan penjual serta Perlindungan konsumen yang belum
diaplikasikan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen serta tinjauan dalam Islam.
Konsumen disini yang belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu
membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dia sebagai konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Online
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu
dengan yang lain. Tidak ada seseorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu
yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu.
Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah
memberikan inspirasi (llham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran
perdagangan dan semua kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara
perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi
hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Sepanjang berkembangnya zaman yang kompleksnya permasalahan dalam
kegiatan muamalat, dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis
sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah.

Dalam hal ini yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah

yang baru tetapi tidak memiliki prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang



mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada
Al-Quran dan Sunnah.
Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqgarah : 275
L) 1506 2 s Bl e i Abiasy codl) 258 W& ) (3a 5k Y 15 3G ol
Sakia U 408 45 435 & e 5a sala a1l a5a 5 gl s (05 150 Qe g
L/J‘;‘S;; Lé—i@ éacJGS\ &)_\‘Lia/‘ ‘ﬂ;‘j_j{é e :):“jgg:\)\ ‘;1 ij):‘\/\j

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi
saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat
mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada rasa

suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa : 29

'Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. (Jakarta: Maghfira
Pustaka), 47.



LZ:;J (’}SE' Q\S 2! Zﬂéﬂ, ’-‘:’\
Terjemahnya: rsS.ms.ﬁ
“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu.2

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela
antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati
seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi
jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan
berbagai persilangan kepentingan masyarakat.

Pada zaman sekarang ada sebagian dikalangan muslim menemui masalah
yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pemikirannya ada suatu keraguan
dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar berdasarkan ajaran
hukum Islam. Banyak yang telah melupakan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam
melakukan bisnis. Bagi beberapa pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang
bertujuan semata-mata mencari laba. Oleh karena itu dengan cara apapun boleh
dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek
moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain bahwa bisnis dapat disatukan

dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional

’Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. (Jakarta: Maghfira
Pustaka), 83.



tentang kegiatan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas
bisnis umumnya pada jual beli online yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara
umum. Orang yang berperan serta dalam bidang usaha dan hukum, berkewajiban
mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini
dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari
kerusakan yang tidak dibenarkan menurut agama dan hukum yang berlaku. Kehadiran
hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan
kepentingan masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (sosial engineering by law)
harus berdasar pada aspirasi masyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan
tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar
kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis yang mengabaikan mempelajari
muamalat, mereka melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak peduli
mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat
dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli berlangsung
dengan adanya ijab dan gabul, rukun jual beli dan syarat lainnya.

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab
permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi
yang memegang tugas penting dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi terbaik
atas fenomena yang terjadi saat ini, sebagai agama yang mampu mengikuti zaman

yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi.



Bisnis Online adalah segala kegiatan bisnis atau urusan/ kepentingan yang
menggunakan fasilitas internet untuk mencapai tujuan segala sesuatu untuk
mendapatkan keuntungan. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat
dipisahkan dari kegiatan dalam melakukan perdagangan secara online.

Kegiatan dalam melakukan perdagangan ini diharapkan menimbulkan
keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia
saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena
menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan
antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan
Makmur.?

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli
online. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai objek perdagangan melalui online,
asalkan tidak barang yang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenakan menjual
barang yang najis. Dikarenakan dalam Islam jual beli telah diperbolehkan, asalkan
tidak ada unsur - unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan.

Transaksi jual beli seperti ini sebenarnya di suatu sisi dapat menguntungkan
pelaku usaha dan juga konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan produknya dan
konsumen dapat memilih - milih barangnya yang akan dibeli. Namun disisi lain
dalam transaksi dunia maya terkadang banyak kejahatan yang dapat merugikan antara

pelaku usaha dan konsumen, misalnya kejahatan penipuan.

* Erman Rajaguguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen, ( Bandung: Mandar Maju,
2010), 12.



Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa :
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Terjemahnya: ”Wahai orang - orang yang beriman, jaganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirinya, sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu.”

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan
transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka
menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan media yang lainnya. dalam
praktikya, tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan masalah. Misalnya
barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut,
bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam
pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta pembeli tidak
sesuai. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidak
sesuaian barang yang dibeli oleh pembeli. Seperti disebutkan pada pasal 9 yaitu
pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengikhlaskan suatu barang
dan atau jasa secara tidak benar.’

Dalam transaksi jual beli online harus ada jaminan atas barang yang diperjual

belikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi dalam kajian

*Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. (Jakarta:
Magfira Pustaka)
>Siharta, Hukum Perlindugan Konsumen Indonesia. (Jakarta:PT Grasindo,2006),hal 209.



figih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seseorang pelaku usaha
mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan..®

Dalam hal ini, objek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak
merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi online pembeli sudah memilih sesuai
dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau
bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau dapat juga
melaporkan kepihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Kebanyakan orang
yang membeli dijual beli online dan mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri
yang disebutkan, mereka hanya melakukan keluhan di belakang tanpa mau protes

kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan.

Kenyataanya konsumen hanya dirugikan dan pelaku usaha mendapatkan
keuntungan sepihak, padahal perlindungan konsumen sangat penting dalam
melakukan transaksi, oleh karna itu dari uraian di atas sangat menarik bagi peneliti
untuk mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli
Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada

Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo).”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan

Sabbamparu Kota Palopo?

®Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindugan Konsumen Dalam Ekonomi Islam.
(Yogyakarta:BPFE,2004), hal 199.



2.

Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan

konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

1.

Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada transaksi online di
Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo
Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan

konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah

dalam kaitanya kesehjatraan masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang

perlindungan konsumen pada transaksi online dan Perlindungan konsumen

pada transaksi online dalam perspektif Hukum Eknomi Syariah.

b. Bagi masyarakat pengguna jasa online



Hasil penelitiann ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan transaksi jual

beli secara online.

c. Bagi pemerintah.
Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah
dalam menentukan kebijakan dalam Perlindungan konsumen pada transaksi

online.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan
dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan
dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan
penelurusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil tentang hasil

penelitian jual beli online.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatdyanto dengan judul perspektif hukum
Islam terhadap transaksi jual beli online dengan model periklanan
menjelaskan bahwa Jual beli dengan model periklanan dilakukan menjalankan
prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh toko tersebut mulai dari
mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan
pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih,
dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat
setelah nanti barang dikirim melalui jasa delivery. Dalam tinjauan hukum
Islam terhadap jual beli dengan model periklanan, bisa sah akadnya dan tidak
sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda
dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan.sehingga pembeli

menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu

10
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mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur
penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi
salah satu rukun dalam jual beli 1). Pihak yang bertransanksi, 2). Barang, 3).
Harga, 4). Serah terima,dan Syarat Jual Beli adalah berakal. Akan tetapi
manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu
barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi
berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat
yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon
ataupun telepon seluler, maka ijab dan gabul yang terjadi adalah langsung
seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akan akad dianggap terjadi
ketika barang itu diberikan. penyediaan aplikasi permohonan barang oleh
pihak penjual di Ecommerce merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman
aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan gabul.

. Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amelia Kadir dengan judul
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online ditinjau dalam
hukum Islam Dalam transaksi jual beli Online memiliki beberapa tahapan
yaitu : penjual mempromosikan barang dagangan melalui media sosial
kemudian konsumen memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar
dua belah pihak dengan kesepakatan bersama dan perlindungan konsumen
khususnya di Sulawesi Selatan hak-haknya belum mengerti apa yang menjadi
hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa

terlindungi oleh hak dai sebagai konsumen. Jual beli online dalam Islam yang
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harus diperhatikan yaitu dari sisi penjual, barang yang diperjualkan dan pada
prinsipnya Al Ashlu Fil Muamalatti Al Ibaha Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala
Tahrimiha “Hukum asal dalam urusan Muamalah adalah boleh, kecuali ada
dalil yang mengharamkannya”, jadi asal muasal spirit awal dari mualah itu
adalah dibolehkan oleh agama kecuali ada dalil-dalil yang menghramkannya
atau melarangnya itu sprit awalnya. Setelah itu baru diliat baru dilihat semua
elemen yang terkait dengan proses transaksi jual beli.
B. Kajian Pustaka

a. Konsep Jual beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai
nilai, yang di mana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain

membelinya sesuai dengan kesepakatan.

1. Barang

Menurut Undang-Undang perlindungan pasal 1 butir 4, “Barang adalah setiap
benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang
dapat untuk diperdagangkan, di pakai dan dipergunakan atau di manfaatkan oleh

konsumen”.

2. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 3, “Pelaku

Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
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hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalaui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.’
3. Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 1 angka 2,
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan”. Berikut pengertian konsumen

menurut para ahli:

a. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Prinsipleas Of Marketing adalah semua
individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk
di konsumsi pribadi, Konsumen atau Pelanggan adalah orang yang membeli

barang atau jasa secara berulang.

b. Menurut Dewi, Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa

yang dipasarkan.

¢. Menurut Sri Handayani, Konsumen (sebagai alih Bahasa dari Consumen), secara
harfuah berarti “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau

menggunakan jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara.

’Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak dan kewajiban komsumen yang diatur dalam Undang undang

Perlindungan konsumen, adalah berikut ini:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barangdan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
deskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
sebagaimana mestinya.

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.
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Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa
kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam
melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri.

Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.®
b. Prinsip-prinsip Jual Beli Online
1. Pengertian Jual Beli Online
Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan
untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun,
seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan
hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin
kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu

kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.’

!Muhammad dan Alimin, Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi
Islam,(Yogyakarta: BPEF, 2004), H. 129.

? 82Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu lhsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2, h. 315.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai
pihak yang membayar harga barang yang dijual.’® Menurut Rahmat Syafe’i, secara

bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau
didalam, dan Line (Inggris), yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.*?
Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.
Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online,
kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik
komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun
komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan
sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan

perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli
online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai
pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang
yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada

kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu

1% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV
(Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

1 Rahmat Syafei, Figh Muamalah, h. 73.

12«Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. http://mobile.sederet.com/ (5
Februari 2015).
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jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan Handphone, Komputer, Tablet, dan

lain-lain.
2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur

dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi  Elektronik adalah perbuatan hukum vyang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*®
Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan

dengan tujuan untuk:

PRepublik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab Il, Pasal 3.

> Republik Indonesia, Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab I1, Pasal 4.
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a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia;
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat
sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat

dilakukan dalam lingkup public ataupun privat.*®

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas

kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang
melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini
terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan

penyerahan uang dari pembeli ke penjual.

16 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.
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Dalam buku Il KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas
terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada
pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak

hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang

menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.51
Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi
perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya

perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

. Suatu hal tertentu;
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d. Suatu sebab yang halal.

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung
dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual
beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha
selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang
membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi
oleh kepercayaan, Terjemahnya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga

rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli
oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku
subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana
penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung,
sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas

barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.
A. Hukum Perdata (Buku Il Tentang benda-KUHPerdata)

a. KUHPerdata (kitab undang-undang perdata) dan/ atau KUHD (kitab undang-
undang hukum dagang) memberikan pengertian dan/atau memuat kaidah-
kaidah tentang periklanan. Menurut ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen, pasal 9 ayat (1) berbunyi:
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“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu

barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah”.

“Bagian 1 Barang dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang pada Umumnya Pasal
499 Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang

dapat menjadi obyek dari hak milik™.

b. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terdapat
pengaturannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun
dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Di
dalam KUHPerdata, pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian akan
dikenakan sanksi. Akibatakibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh
debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada 4 (empat) macam
sanksi, yaitu: Pertama, membayar kerugian yang diderita kreditur atau
dinamakan ganti rugi. Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan
pemecahan perjanjian. Adapun pertanggungjawaban privat produsen-pelaku
usaha disebut dalam Pasal 19 — 26 Undang-Undang No4. hak guna usaha;
Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya, Pasal 19 menentukan bahwa
“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Maksud dari pasal ini
adalah bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjafinya

kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena
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mengonsumsi produk yang diperrdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha
wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang,
penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.

c. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Pasal 20 menentukan bahwa
“pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan
segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal ini menegaskan
bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan
pelaku usaha periklanan.

d. Tanggung jawab improtir 16 Pasal 21 menentukan bahwa “importir barang
bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi
barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar
negeri.” Maksud pasal ini bahwa pelaku usaha sebagai importir bertanggung
jawab sebagai pembuat barang dan/atau jasa.

e. Tanggung jawab pedagang perantara. Pasal 24 menentukan bahwa “pelaku
usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugihlm. 8 pasal ini bahwa selain
pelaku usaha masih ada pihak pelaku usaha lain yang terlibat, dengan
demikian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang membuat
barang yang diperdagangkan.

f. Tanggung jawab pelaku usaha barang tidak habis pakai;18 Pasal 25
menentukan bahwa “pelaku usaha yang memproduksi barang yang

pemanfaatnnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1
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(satu) tahun wajib menyedikan suku cadang” maksud pasal ini bahwa
pelaku usaha harus menyediakan suku cadang dan fasilitas purnajual serta
garansi sekurangkurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Tanggung jawab pelaku usaha dagang jasa;19 Pasal 26 menentukan
bahwa“pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan
dan/atau garansi yang disepkakti dan/atau yang diperjanjikan. Menurut
penulis, pengaturan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang Undang No. 8
Tahun 1999 tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam
menjalankan usahanya, benarbenar harus dipatuhi oleh pelaku usaha, karena
tidak dapat diingkari bahwa, dengan maraknya perdagangan online saat
sekarang ini, juga perdagangan secara elektronik (ecommerce) yang lagi
marak saat ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuat
perbuatan perbuatan yang tidak terpuji. Banyak perbuatan-perbuatan tidak
terpuji yang dapat dilakukan pelaku usaha, antara lain barang yang dipesan
tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan sudah di upload di media sosial,
barang yang diorder tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan yang
bisa saja disebabkan karena ongkos kirimnya tidak dibayarkan sesuai
dengan yang dimintakan kepada konsumen, barang yang rusak tidak lagi
dapat ditukar bahkan ada pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang yang
sudah dibayarkan via transaksi online yaitu pembayaran melalui transferan

via ATM.35.
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B. Tinjauan Hukum perlindungan konsumen

a. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaaha dalam perlindungan konsumen
yaitu: “Pasal 13 ayat (2) pelaku usaha dilarang menawarkan, memproosikan
atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat ksehatan,
dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang dan/atau jasa lain .

b. Sanksi bagi pelaku wusaha yang melanggar larangan dalam
memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang di
nyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang dan/ atau jasa tersebut maka pelaku usaha dapat dipidana
berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢ , huruf e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
2.000.000.000.00 ( dua milyar rupiah). “Pelaku usaha yang melanggar
ketentuan sebagaimna dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1),
pasal 14 dan pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

500.000.000.00 ( Lima Ratus Juta Rupiah).
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Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu : “Pasal 8 ayat (2)Pelaku
usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang.
4. Dampak Negatif Jual beli Online bagi konsumen

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh
barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang
yang diiginkan melalui postingan pelaku usaha

2. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya,
konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut
berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;

3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual
selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar
konsumen tidak merasa dirugikan;

4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan
terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan,
khususnya dalam.’

c. Jual beli Online Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

' 16Rif’ah Roihanah, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
(Ecommerce),h. 113.
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Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bay’ berarti menjual,
mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bay’ dalam
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira’
(beli). Dengan demikian, maka kata a/ Bay’ berarti “jual”, tetapi sekaligus juga
berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama
fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab

al-Buy’ (kitab jual beli).*®
2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta’aqgidain (penjual dan pembeli)
2. Adasighat (lafal ijab dan gabul)
3. Ada barang yang dibeli,

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Imam Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli

yaitu sebagai berikut:

1. Penjual

2. Pembeli

'8 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 82 18Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.
38.
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3. Barang yang dijual
4. Harga

5. Ucapan ijab dan gabul.*®

b. Syarat jual Beli

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu

sebagai berikut:

1. Bersih barangnya

2. Dapat dimanfaatkan

3. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
4. Mampu menyerahkan

5. Di ketahui barangnya dengan jelas dan

6. Barang yang diakadkan ada di tangan.?

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam,

yaitu:

' Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz IV, Al-Ma"arif, Bandung, tt,
him.

%% Abd. Rahman Al-Jaziri, Kitabul Figh Ala Madzahi bil Arba’ah, Az-Zariyah, Kairo Mesir,
Cet. VI, Juz Il, tt, him. 141 23 Andi Intan Cahyani, Figh Muamalah, h. 57-58.
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1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara
menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar
belakangan

2. Jual beli mugayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlag, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati
sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa
dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak

dan uang kertas.

d. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1
angka 1 yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan
pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup
memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadikan tindakan sewenang-wenang
yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan
konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formiil makin
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terasa sangat penting mengingat makin majunnya ilmu pengetahuan dan teknologi
yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas
barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam
rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak

langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.?*

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
menetapkan dua acara penyelesaian yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan.
Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesain dan
besarnya ganti rugi diserahkan kepada kesepakatan para pihak dengan syarat
tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan
dan etika. Pengaduan dan gugatan pengaduan atau gugatan diajukan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani sengketa konsumen

diluar pengadilan.
1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dalam konteks penyelesaian sengketa e-commerce, peran BPSK sangat penting
untuk segera memberikan perlindungan bagi para pelaku perdagangan. Hal ini
tentunya dilakukan sesuai dengan tugas BPSK vyaitu melalui penanganan dan
penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Oleh

karena itu, agar dapat melakukan tugas tersebut secara efektif pada penyelesaian

! Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 1.
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sengketa ecommerce, BPSK juga harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik dari
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang ada saat ini. Penyelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan PP
PSTE. Terjemahnya, BPSK sudah seharusnya menyesuaikan diri dengan ketentuan

tersebut. Badan penyelesaian sengketa konsumen, menangani perkara melalui

1. Mediasi yaitu proses yang di gunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen
di pengadilan melelui BPSK. Dalam hal ini bpsk sebagai penasehat sementara
masalah di serahkan kepada pihak yang bersengketa.

2. Konsolidasi yaitu metode ini digunakan untuk penuntasan masalah di luar
pengadilan, majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.

3. Avrbitrase yaitu majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara.

2. Perlindungan Konsumen Pandangan Islam

Perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase yang di
kenal dengan Tahkim yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit mereka
untuk menyelesaikan perselisihnan dengan damai. Tahkim secara literal adalah
mengembil jalan dengan damai namun konsep tahkim disini bukan lembaga tetapi
hanya cara penyelesainnya saja. Adapun beberapa perlindungan konsumen dalam

Islam adalah sebagai berikut:

1. Khiyar Majelis yaitu hak yang ditetapkan pelaku usaha dan konsumen jika

terjadi ijab Kabul antara konsumen dan pelaku usaha dan akadnya telah

22 Celina tri siwi kristianti,hukum perlindungan konsumen,h,127.
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sempurna maka masing-masing pihak hak untuk membatalkan atau
mempertahankan akad selam masih satu majelis.

2. Khiyar Syarat yaitu khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pembeli atau
penjual setelah akad selama masa yang di tentukan walaupun sangat lama.

3. Khiyar Aibi yaitu Hak pada yang pembeli untuk membatalkan atau meneruskan
akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang.

4. Khiyar Tadlis Khiyar tadlis yaitu penjual mengelabui pembeli sehingga
menaikkan harga barang, maka hal itu haram dalam hal ini pembeli 3 hari
adanya pengembalian barang.

4. Komponen-komponen Jual Beli Online

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.52
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli online atau sering juga disebut
sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-
komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar
protokol SET (Secure Electronic Transaction), komponen-komponen yang terlibat

dalam jual beli online, yaitu:

a. Virtual/Physical Smart Card

Virtual atau Physical Smart Card ini sesungguhnya adalah media yang
digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada
kasir di counter. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi

melalui alat yang disebut dengan smart card. Dengan smart card ini pembeli akan
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megirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk

selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

Pengirim informasi kartu kedit ini sudah terjamin keamanannya karena smart
card yang digunakan sudah memiliki CA (Certificate Autority) tertentu. Saat ini
smart card untuk jual beli online tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal
sebagai virtual smart card. Dengan virtual smart card, pelaku transaksi tidak perlu
mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya
menjalankan software ini dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan
pembayaran. Contoh software virtual card ini adalah vWallet, Microsoft Wallet dan

SmartCat.

b. Virtual Point of Sale

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai, software
aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi online, antara
lain: menyediakan interface untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan
transaksi ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga online, pengontrolan
persediaan barang atau invertori, memiliki interface untuk otoritas secara transparan
dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara
pembeli dan penjual. Jadi dengan adanya software virtual poit of sale, pembeli akan
benar- benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang
sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa

stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa
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banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah
tagih atau salah debet atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat
langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada
saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan
informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada

penjual barang tersebut. Salah satu contoh software ini adalah vPos.

c. Virtual Acquirer atau Payment Gateway

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukakan otoritas kartu
kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau master card,
sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau
tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah
transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Sealanjutnya pihak bank akan
mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk
dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, tranksaksi yang terjadi adalah
transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada
bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral
akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo
ini, bank B akan menambahkan sejumlah dana account nasabahnya. Dalam jual beli
online, karena seluruh transaksi dilakukan secara online maka softwarelah yang
memegang peranan penting dalam transaksi ini. Software ini dapat saja diletakkan di

beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun



34

suatu sistem jual beli online atau bisa juga diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan

yang menerapkan ini adalah Wells Fargo dan General Electric.

d. Visa Credit Card

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di
internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak
pengembang software jual beli online. Visa sendiri harus menyediakan data base
yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para
pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan-layanan online seperti ATM

Locator, Electronic Banking, Bill Paymet dan lain sebagainya.

5. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan
online, yaitu:
a. Marketplace

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk
dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah
menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu
notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace

adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. Website
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Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus
untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai
dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti
itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web
menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk
template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung

paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog
gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat
mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www.

bajumuslimtermurah.blogspot.com, http://morinabusana.blogspot.com.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan
adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini
disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini
seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk
mengakses dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk sign
up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah,

Kaskus.co.id, Paseban.com
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e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-
media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya

ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

6. Jenis Transaksi Jual Beli Online
Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam
mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis
transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli
dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang

menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa

dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang
paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis
transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di
cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen
mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan

mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.
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Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang
tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang

terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (Cash On Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses
jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu,
tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga

barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih
bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang
akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus,

Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun
konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen

adalah orang yang berniat jahat.

c¢. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain
memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan
semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu

kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan
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kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki
tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-

pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini
mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam
transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening
bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya

baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak Lembaga
rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama
meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah
sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana
yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya
akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi
masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan

pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa
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Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual
produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini

masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

7. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh
konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website took
online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen
tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam
tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok,
lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah
ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital,
pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan
setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu. Adapun saat ini dengan
berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Black Berry Massanger
(BBM), dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa
gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen
tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin
memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor
rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka

konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti
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transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya
paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.
8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada
kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun
kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan
transaksi jual beli online, yaitu:
a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:

1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau
tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung
produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya; Contohnya, pelaku usaha
tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup

melakukan pemasaran barang jualan melalui media online ;

2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli
online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama
tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contoh: Seorang pengusaha melakukan
perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan
barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut
menganjuran agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil

esoknya.
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3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah
fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa
yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis; Contoh:
Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada
saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu

mengeluarkan modal.

4) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan
bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan.

Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;

C. Kerangka Fikir

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak degan situs yang di gunakan
untuk melakukan jual beli online yang begitu beragam dan mudah untuk di
gunakan menjadi alternative seseorang dalam melakukan transaksi jual beli.
Degan adanya jual beli online akan memudahkan komsumen untuk memenuhi
kebutuhannya. Dengan adanya jual beli online konsumen tidak perlu secara
langsung turun ke lokasi untuk mencari barang, cukup dengan melihat aplikasi
jual beli online semua kebutuhan dapat degan mudah di peroleh tanpa harus

keluar rumabh.
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Dalam prakteknya jual beli online terkadang konsumen merasa tidak puas

dengan barang yang mereka pesan dan tidak ada jaminan keamanan barang yang

sudah mereka pesan daan barang tersebut tidak dapat di kembalikan. Tidak

jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.

Skema Kerangka Pikir

PASAL 1 UU NO. 8 TAHUN 1999

JUAL BELI ONLINE

BAGAIMANA PERLINDUNGAN
TRANSAKSI ONLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH




KESIMPULAN
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulis ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat Case Study
and field (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang
latar belakang keadaan sekarang ,dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial:
Individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.”® Dimana metode penelitian
Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pegumpulan data dilakukan
secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.** Dimana data yang diperoleh dari
hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara terhadap
Masyarakat yang menggunakan jasa transaksi online.
1. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan agama Islam yang memandang
ajaranya dari segi al-Qur,an.
2. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah,
pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai

penunjang.

2Sumadi Suryabrata, Metode penelitian, (Cet. XXII :Jakarta ; PT Raja grafindo persada 2011), h.
80.

2*Sugiyono, Metode penelitian kuantitati kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabeta,2009), h. 8-9
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3. Pendakatan yuridis yaitu Syar’i yang lebih cenderung kepada penggalian
hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada al-

qura’an, hadist, dan UU No 8 Tahun 1999.
B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi objek penelitian yaitu di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo.
Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian
yang akan dikaji dalam penelitian ini Selain itu peneliti berdomisili ditempat tersebut
sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan

memudahkan peneliti melakukan penelitian.

C. Jenis Data

1. Data primer
Data primer ini data yang diperoleh secara lapangan atau langsung dari
Sumber yang diteliti tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan cara wawancara
langsung terhadap objek penelitian yaitu pihak pemilik lahan, penggarap dan
pengusaha jagung.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang
sangat berhubungan dangan masalah penelitian diamna data yang diperoleh dengan
cara:

a. Pengumpulan hasil-hasil laporan-laporan yang mendukung dalam penelitian.
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b. Studi Kepustakaan dimana metode pengumpulan data dengan membaca
rerferensi-referensi  berhubungan dengan obyek penelitian yang memberikan
gambaran.

c. Literatur yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan.
D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa
teknik dimana diantaranaya:
a. Penelitian Lapangan

Bentuk pengumpualan data yang berkaita dengan judul skripsi ini langsung
dari lokasi atau bertemu langsung dengan objek penelitian dimana dalam teknik ini

menggunakan beberapa yaitu :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu observasi yang
telah dirancang secara sistematis ,tentang apa yang akan diamati ,kapan dan dimana
tempatnya.” Dalam hal ini peneliti secara langsung melihat kondisi lapangan
terhadap objek yang akan diteliti serta peneliti memenuhi dirinya dengan berbagai
perlengkapan untuk mencatat informasi yang ada agar kiranya data yang diperoleh

dapat langsung dicatat tentang perlindungan konsumen online.

53ugiyono, Metode penelitian pendidikan,(Bandung; Alfabeta, 2012), h. 205.
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2. Wawancara Masyarakat yang menggunakan jasa online
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi
dari responden.?®Dimana teknik wawancara ini bentuk menerima informasi secara
terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar yang diteliti oleh peneliti
secara lisan dan direspon secara lisan pula maka dari hasil tersebut peneliti
mengabungakan dari penemuan data lainnya dimana peneliti hanya memiliki
perlengkapan perekam suara, buku catatan dan peralatan yang terkait dengan
wawancara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu Pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa
barang-barang tertulis,obyek dan keterangan seperti rekaman dan apa-apa yang ada

pada saat penelitian tersebut.
E. Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan.
Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Berikut ini
adalah langkah-langkah model analisis data miles dan Huberman menyatakan sebagai
berikut:

1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak,

untuk itu maka perlu dicatat dengn teliti dan rinci. Seperti yang telah

dikemukan maka lama peneliti ke lapangan maka jumlah data semakin

26Byrhan Ashshofa,Metode penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 95.



43

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok memfokuskan pada hal hal penting. Dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.

Display Data, setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay
data, penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan
antara kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan
data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.

. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi kesimpulan awal yang di kemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Praktik Jual Beli Online

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian dilapangan baik melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam jual beli online ditinjau dalam hukum Islam di Kelurahan

Sabbamparu Kota Palopo adalah sebagai berikut:

Kegiatan Jual Beli Online memiliki beberapa tahapan vyaitu: penjual
mempromosikan di media sosial, dan kemudian konsumen memilih barang yang

diinginkan dan terjadi transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun hasil wawancara pada beberapa informan mengenai jual beli Online

ditinjau dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Pendapat dari Mia Kosmetik Shop yang beralamat di jalan Sungai Rongkong
yang berdiri sejak tahun 2020. Mia kosmetik Shop ini beraktifitas 7:00 Wita, sampai

17:00 Wita. Dalam Sistem jual beli yang ada dibidang kosmetik itu sistemnya keep

order transfer tapi kalau di fashion itu tidak ada sistem keep pokoknya kalau
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suka langsung transfer dan kalau fashion tidak ada kata-kata cancel tapi return

boleh” %’

Adapun Pendapat dari Informan Harnila Beauty Shop, mengatakan hal yang

sama sebagai berikut:

Sistem PO jadi, orang-orang liat gambar dipostingan saya kemudian
dia keep kemudian saya orderkan, jadi barangnya datang setelah beberapa hari

pengiriman”.

Hasil wawancara yang dikemukan oleh Kedua informan menunjukkan bahwa
dalam transaksi jual beli online konsumen harus keep-order kemudian transfer agar
penjual bisa mempacking barang yang diinginkan dan juga supaya dapat melakukan

transaksi dengan baik jika konsumen sudah mentransfer dan barang siap diantar.

Kemudian Harnila Beauty Shop, juga mengatakan bahwa:

Cara merekrut penawaran barang itu dengan posting-posting barang dagangan

di Instagram, Facebook, dan juga ada group Whatsapp.

Kemudian hal yang sama dikatakan oleh kedua informan dengan cara posting

jualan promosi di Facebook, Instagram dan whatsapp.

Hasil Wawancara yang dikemukakan oleh kedua informan mereka melakukan

penawaran barang dan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram dan

27 Mia, Wawancara, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 12 November 2021
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Whattsaap, pada umumnya reseller melakukan promosi dan penawaran

memanfaatkan media sosial sekaligus proses transaksi.”®

Sementara itu, dari sisi Konsumen, Tria Azisah mengatakan bahwa saya suka
belanja online karena transaksi jual belinya mudah dan saya bebas memilih tanpa

harus datang ke tokonya.?®

Belanja Online di media sosial juga dilakukan oleh Ulfa Thamrin, yang
menjelaskan bahwa Saat belanja Online selain memudahkan saya untuk memilih

barang yang di inginkan tanpa harus keluar rumah.”*

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Riswandana ialah keuntungannya saya

belanja online cukup diam di rumah langsung ada barangnya.™

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Tini karena saya tertarik berbelanja

online karena tidak ribet harus ke tokonya.*

Pendapat keempat Informan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja online

sangat memudahkan konsumen dalam memilih barang dan tidak perlu keluar rumah.

Online shop atau toko daring merupakan salah satu hasil pemikiran cerdas
manusia. Adanya online shop mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan

transaksi jual beli. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dengan berbelanja

28 Harnila, Wawancara, Pemilik Usaha Harnila Beauty Shop, Palopo, 12 November 2021.
* Tria Azisah, Wawancara, Konsumen, Palopo, 13 November 2021.

* Ulfa Thamrin, Wawancara, Konsumen, Palopo 13 November 2021.

3 Riswandana, Wawancara, Konsumen, Palopo 15 November 2021.

32 Tini, Wawancara, Konsumen, Palopo, 15 November 2021.
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memanfaatkan sistem online shop kita hanya perlu menyiapkan gawai serta koneksi
internet. Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang
dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko
daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti

Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.

D. Perlindungan Konsumen

Berbelanja Online, sangat bermanfaat baik bagi penjual terutama pembeli,
resiko yang dapat di hadapi oleh pembeli antara lain: barang tidak sesuai, barang ada

cacat atau barang tidak dikirim sama sekali.

Dalam jual beli Online pelaku usaha berupaya memberikan perlindungan
konsumen dalam membeli barang yang mereka inginkan, Sebagai berikut dijelaskan

oleh Mia Kosmetik Shop sebagai berikut:

Dalam transaksi jual beli online di toko kami jika barang yang dibeli

konsumen mendapat keluhan seperti ukurannya tidak sesuai maka kami akan

melakukana return atau penukaran barang.” 3

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Harnila beauty Shop bahwa iya kalau konsumen

complain maka kami akan lakukan pengiriman ulang barang atau pengembalian

34
uangnya”

3 Mia, Wawancara, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 12 November 2021.
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Sementara Siska Milenial Shop yang berada di Sabbamparu juga berpendapat
bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat di tukar karena sudah kesepakatan

35
bersama’

Selanjutnya Alfat Sport Shop yang berada di Jl. Sungai Pareman juga
mengatakan bahwa Konsumen sudah mendapatkan informasi jelas seperti kosmetik
sudah dituliskan tentang efek samping dan manfaatnya, dan di fashion juga dijelaskan

detail bahan, ukuran dil.” *°

Pendapat yang sama dijelaskan Anggi Aulia Shop yang berada di Penggoli

bahwa sudah jelas karena sudah tertera di deskripsi produk yang kami jual. >’

Hasil wawancara dari kedua Informan yaitu Untuk mengurangi kesalahan
dalam penjualan sebaiknya penjual memberikan info yang jelas tentang produk yang

di pasarkan penjual kepada konsumen dengan iklan-iklan melalui media sosial.

Hal yang sama disampaiakn oleh Nabila Shop yang berada di Sungai Pareman

bahwa memang iya kita sudah tulis keterangan barang dengan jelas di caption media

sosial.*®

3 Harnila, Wawancara, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 13 November 2021.
3 Siska, Wawancara, Pemilik Usaha Siska Milenial Shop, Palopo, 16 November 2021.

3% Alfat, Wawancara, Pemilik Usaha Alfat Sport Shop, Palopo, 16 November 2021.

37 Anggi Aulia, Wawancara, Pemilik Usaha Anggi Aulia Shop, Palopo, 17 November 2021.
38 Nabila, Wawancara, Pemilik Usaha Nabila Shop, Palopo, 17 November 2021.
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Dengan demikian penjual dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi
dengan memberikan informasi yang sangat jelas kepada konsumen, Hak atas

kenyaman dan keamanan dalam bertransaksi.

Dalam proses transaksi kita usahakan balas chat konsumen dengan ramah dan
cepat, Pendapat yang sama dijelaskan oleh Informan 2 bahwa membalas chat dengan

ramah dan mengoptimalkan pengiriman dengan baik dan past respon.
E. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual beli Online

Dalam Islam jual beli adalah bagian dari kegiatan mu’amalah dimana terjadi
tolong menolong, mengenai transaksi jual beli online terjadi kesepakatan antara

kedua belah pihak sebagaiman dalam surah An-Nisa ayat 29:

3 5% 5 453 536 &0 S iy i 2005301386 Y 150 GGG

sy & 8 a0 )

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”39

Ayat diatas menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang dilakukan oleh

dua belah pihak yang saling ridho (suka sama suka), dalam transaksi online terjadi

39 Departemen Agama RIl, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi
Indonesia, 2011), h. 6
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penjualan barang yang disepakati oleh dua belah pihak berarti ini tidak bertentangan

dengan Q.S An-Nisa :29.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam transaksi jual beli Online memiliki beberapa tahapan yaitu : penjual
mempromosikan barang dagangan melalaui medias sosial kemudian konsumen
memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar dua belah pihak dengan
kesepakatan Bersama.

2. Perlindungan konsumen khususnya Di Sulawesi Selatan hak-haknya belum
mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu
bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dai sebagai konsumen.

3. Jual beli online dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu dari sisi penjual,
barang yang diperjualkan dan pada prinsipnya Al Ashlu Fil Muamalatti Al Ibaha
Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha “ Hukum asal dalam urusan Muamalah
adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, jadi asal muasal spirit
awal dari mualah itu adalah dibolehkan oleh agama kecuali ada dalil-dalil yang
menghramkannya atau melarangnya itu sprit awalnya. Setelah itu baru diliat baru
dilihat semua elemen yang terkait dengan proses transaksi jual beli.

B. Saran

1. Bagaimana UU Perlindungan Konsumen dan Al-Quran serta As-Sunnah yang

berkaitan dengan jual beli itu kemudian bisa disosialisasikan pada masyarakat
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2. yang lebih luas supaya mereka tidak dirugikan oleh pihak pihak yang mungkin
sengaja untuk merugikan konsumen.

3. Sebagai konsumen Belanja Online harus memiliki sifat kehati-hatian dan teliti
dalam memilih barang yang diinginkan.

4. Sebagai Pelaku usaha selain mengutamakan profit atau keuntungan juga harus
memberikan sikap jujur kepada konsumen agar hak-hak konsumen dapat

terpenuhi.
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